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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Governance dalam
pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik, khususnya dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur pembatasan iklan produk tembakau dan rokok
elektronik dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak konsumsi
tembakau. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data
yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, literatur akademik, serta dokumen
internasional seperti pedoman WHO. Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi ini
dengan prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan
keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP No. 28 Tahun 2024 memiliki tujuan
yang baik dalam melindungi kesehatan masyarakat, penerapannya belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip Good Governance. Pembatasan yang ketat terhadap iklan rokok berpotensi
merugikan sektor industri, termasuk hak ekonomi pengusaha dan pekerja, yang seharusnya juga
diperhatikan dalam kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa regulasi
tersebut perlu direvisi untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan
kesehatan masyarakat dan perlindungan hak ekonomi pelaku industri. Implikasi dari penelitian ini
adalah pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan
pengendalian iklan, yang tidak hanya mengutamakan kesehatan publik tetapi juga mendukung
sektor ekonomi yang berkepentingan.

Kata Kunci : Pengendalian Iklan, Tembakau dan Rokok Elektronik, Prinsip Good Governance

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the Good Governance principles in the control
of tobacco and electronic cigarette advertisements, specifically in Government Regulation No. 28
of 2024. This regulation imposes restrictions on tobacco and electronic cigarette advertisements to
protect public health from the harmful effects of tobacco consumption. This research uses a
normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The data used
includes relevant legislation, academic literature, and international documents such as WHO
guidelines. The analysis compares this regulation with the principles of Good Governance, such as
transparency, accountability, participation, and fairness. The results of the study show that although
PP No. 28 of 2024 has good intentions to protect public health, its implementation does not fully
reflect the principles of Good Governance. The strict restrictions on tobacco advertising could harm
the industry sector, including the economic rights of entrepreneurs and workers, which should also
be considered in the policy. The conclusion of this study is that the regulation needs to be revised
to achieve a better balance between protecting public health and safeguarding the economic rights
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of industry stakeholders. The implications of this study highlight the importance of a more inclusive
and participatory approach in formulating advertising control policies, which not only prioritize
public health but also support the economic sector involved.

Keywords: Control of Advertising, Tobacco and Electronic Cigarettes, Principles of Good
Governance.

Industri tembakau dan rokok elektronik di Indonesia telah berkembang pesat dalam
beberapa tahun terakhir, dengan produk-produk yang semakin variatif dan menyasar generasi
muda. Meskipun menarik bagi konsumen, produk ini membawa risiko kesehatan yang signifikan,
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, industri rokok merupakan salah
satu sektor ekonomi penting di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara
melalui cukai, penciptaan lapangan kerja, dan penggerakan ekonomi lokal. Oleh karena itu,
kebijakan pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik harus mempertimbangkan
keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi yang bersifat
strategis. Sebuah kajian oleh Kohler et al. (2013) menunjukkan bahwa regulasi ketat terhadap iklan
rokok dapat menurunkan prevalensi merokok di kalangan anak muda, meskipun dengan risiko
dampak ekonomi bagi sektor industri yang terdampak. Li dan Ling (2013) juga menunjukkan
bahwa kebijakan pengendalian iklan di negara-negara berkembang dapat menghadapi tantangan
besar, terutama karena pengaruh kuat dari industri tembakau dalam proses pembuatan kebijakan.

Beberapa kajian literatur terdahulu mengenai pengendalian iklan rokok telah dilakukan baik
dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, organisasi seperti
World Health Organization (WHO) melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
mengatur tentang pengendalian iklan rokok dengan tujuan untuk melindungi kesehatan publik.
FCTC menggarisbawahi pentingnya pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok, terutama yang
berpotensi mempengaruhi anak-anak dan remaja. Beberapa negara seperti Australia, Kanada, dan
Inggris telah menerapkan kebijakan pengendalian iklan rokok yang ketat, termasuk larangan total
terhadap iklan rokok di media massa. Hasil kajian tentang kebijakan internasional ini menunjukkan
bahwa negara-negara yang telah mengimplementasikan pembatasan ketat terhadap iklan rokok
memiliki penurunan signifikan dalam konsumsi tembakau. Penelitian oleh Fooks et al. (2017)
menemukan bahwa larangan iklan rokok di Inggris berhasil menurunkan angka merokok di
kalangan remaja hingga 12%. Namun, Mackay dan Eriksen (2011) menyoroti bahwa meskipun
regulasi tersebut efektif, dampak ekonomi bagi sektor industri tembakau sering kali menjadi
pertimbangan utama yang diabaikan dalam kebijakan tersebut.

Di tingkat nasional, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 telah mengatur pengendalian iklan rokok. Meskipun
demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan tersebut. Misalnya,
pembatasan terhadap jam tayang dan konten iklan yang terlalu ketat dapat berdampak pada
keberlanjutan industri dan hak ekonomi para pelaku usaha, yang sering kali tidak mendapat
perhatian yang cukup dalam kajian hukum yang ada. Sebuah studi oleh De Lima et al. (2015)
menyatakan bahwa pembatasan ketat terhadap iklan rokok dapat menimbulkan ketidakseimbangan
antara tujuan kesehatan publik dan hak ekonomi sektor swasta. Sussman dan Strycker (2011)
menambahkan bahwa meskipun kebijakan ketat di negara-negara maju terbukti efektif, negara-
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negara dengan pengawasan yang lebih lemah dapat menghadapi tantangan lebih besar dalam
mengimplementasikan regulasi tersebut secara efisien.

Namun, meskipun sejumlah penelitian telah membahas pengendalian iklan rokok dari
perspektif kesehatan dan dampaknya terhadap konsumsi tembakau, terdapat kekurangan kajian
yang secara spesifik menelaah aspek hukum yang berkaitan dengan Good Governance dalam
kebijakan pengendalian iklan rokok di Indonesia. Kajian yang ada lebih berfokus pada dampak
kesehatan dan ekonomi, sementara pengaruh prinsip-prinsip Good Governance dalam kebijakan
pengendalian iklan rokok masih sangat terbatas. Terlebih lagi, sebagian besar kajian tersebut belum
membahas secara mendalam bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan hak-hak ekonomi sektor
swasta dan hak atas pekerjaan yang dijamin oleh konstitusi. Kessel et al. (2012) menekankan bahwa
dalam konteks kebijakan pengendalian iklan rokok, penerapan prinsip Good Governance yang adil
dan transparan sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

Beberapa studi baru juga menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian iklan tembakau yang
transparan dan partisipatif lebih efektif dalam menurunkan konsumsi tembakau. Holliday et al.
(2018) menyatakan bahwa negara-negara dengan kebijakan pengendalian iklan yang didukung oleh
partisipasi publik dan transparansi dalam regulasi memiliki hasil yang lebih baik dalam mengurangi
prevalensi merokok, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap
bahaya tembakau. Williams et al. (2020) menambahkan bahwa pengawasan yang efisien dan
terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi
pengendalian iklan rokok. Negara-negara yang memiliki sistem pengawasan yang lebih
terintegrasi, seperti Inggris dan Kanada, menunjukkan penurunan signifikan dalam konsumsi rokok
di kalangan remaja dan dewasa muda. Selain itu, Crawford dan Kim (2019) juga mengevaluasi
dampak larangan iklan rokok terhadap tingkat merokok di kalangan remaja di negara-negara
dengan pengaturan ketat. Mereka menemukan bahwa negara-negara dengan kebijakan
pengendalian iklan yang lebih tegas, seperti Inggris dan Kanada, berhasil mengurangi angka
merokok di kalangan remaja secara signifikan.

Kontribusi ilmiah dari naskah ini adalah untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada
dengan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Good Governance seperti transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan keadilan dapat diterapkan dalam pengendalian iklan rokok dan produk tembakau.
Secara spesifik, artikel ini memberikan kontribusi dalam memperkaya argumentasi hukum
mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan hak ekonomi dalam kebijakan
regulasi. Selain itu, artikel ini juga memberikan perspektif etika dalam kebijakan pengendalian
iklan rokok, dengan fokus pada keadilan sosial dan hak-hak ekonomi industri. Melalui pendekatan
ini, artikel ini berupaya untuk menyarankan model kebijakan alternatif yang lebih inklusif dan
berkelanjutan dalam pengendalian iklan rokok, yang dapat diadaptasi oleh pemerintah dan
pemangku kebijakan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang
terkandung dalam regulasi tersebut. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi
sejauh mana kebijakan pengendalian iklan rokok dan produk tembakau telah diterapkan di
Indonesia, terutama dalam konteks regulasi yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

Copyright (c) 2025 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
1718


https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

Vol. 5, No. 4, Oktober 2025

e-ISSN : 2774-4183

p-ISSN : 2774-8030 DX
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia .lurnal P 4|

ini terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk menelaah relevansi dan kekuatan hukum dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
2024 yang mengatur pengendalian iklan produk tembakau, sementara pendekatan konseptual
digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang mendasari kebijakan tersebut, terutama prinsip-
prinsip Good Governance yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan
dalam pengendalian iklan.

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama,
yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024
yang menjadi fokus utama penelitian ini, serta Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Semua dokumen hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menganalisis
pengendalian iklan rokok di Indonesia. Di sisi lain, sumber hukum sekunder mencakup literatur
akademik, artikel jurnal, serta dokumen internasional seperti pedoman WHO Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) yang memberikan panduan internasional mengenai
pengendalian iklan rokok dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori yang dijelaskan oleh para ahli hukum, terutama
mengenai penerapan prinsip Good Governance dalam kebijakan publik. Rahardjo (2009) dalam
bukunya "Ilmu Hukum" menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari norma tertulis, tetapi
juga harus dipahami sebagai norma yang hidup dalam masyarakat. Pandangan ini digunakan untuk
menganalisis bagaimana regulasi pengendalian iklan rokok diterima dan diimplementasikan dalam
praktik sosial dan ekonomi Indonesia. Marzuki (2010) dalam bukunya "Penelitian Hukum"
menjelaskan bahwa metodologi hukum normatif mengutamakan penelaahan terhadap peraturan
perundang-undangan serta hubungan antara peraturan tersebut dengan doktrin hukum yang
berlaku.

Untuk memperkaya kajian, penelitian ini juga merujuk pada penelitian internasional yang
relevan mengenai pengendalian iklan tembakau dan penerapan prinsip Good Governance dalam
kebijakan publik. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa pengendalian iklan rokok yang
efektif dapat mengurangi konsumsi tembakau secara signifikan di kalangan remaja dan masyarakat
umum. Fooks et al. (2017) menunjukkan bahwa larangan iklan rokok di Inggris berhasil
menurunkan angka merokok di kalangan remaja hingga 12%. Holliday et al. (2018) juga
menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian iklan yang transparan dan didukung oleh partisipasi
publik lebih efektif dalam menurunkan prevalensi merokok. Williams et al. (2020) menyatakan
bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan iklan rokok sangat
penting untuk mengurangi pelanggaran terhadap regulasi. Negara-negara yang memiliki sistem
pengawasan yang lebih terintegrasi, seperti Inggris dan Kanada, menunjukkan penurunan
signifikan dalam konsumsi rokok di kalangan remaja dan dewasa muda.
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Tabel 1. Hubungan Pendekatan dan Prinsip-prinsip yang Digunakan
Pendekatan Konsep/Prinsip yang Deskripsi
Digunakan
Pendekatan Regulasi Hukum Menelaah peraturan-peraturan yang mengatur
Peraturan Pengendalian Iklan ~ pengendalian iklan produk tembakau di Indonesia,
Perundang- Rokok seperti PP No. 28 Tahun 2024, UU Pers, dan UU
undangan Kesehatan.
Pendekatan Prinsip Good Menganalisis penerapan prinsip Good Governance
Konseptual Governance dalam kebijakan pengendalian iklan rokok,

termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, dan keadilan dalam kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang
terkandung dalam regulasi tersebut. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi
sejauh mana kebijakan pengendalian iklan rokok dan produk tembakau telah diterapkan di
Indonesia, terutama dalam konteks regulasi yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk menelaah relevansi dan kekuatan hukum dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
2024 yang mengatur pengendalian iklan produk tembakau, sementara pendekatan konseptual
digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang mendasari kebijakan tersebut, terutama prinsip-
prinsip Good Governance yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan
dalam pengendalian iklan.

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama,
yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024
yang menjadi fokus utama penelitian ini, serta Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Semua dokumen hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menganalisis
pengendalian iklan rokok di Indonesia. Di sisi lain, sumber hukum sekunder mencakup literatur
akademik, artikel jurnal, serta dokumen internasional seperti pedoman WHO terkait Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) yang memberikan panduan internasional mengenai
pengendalian iklan rokok dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan total
4 dokumen utama sebagai sumber hukum primer, sementara sumber sekunder mencakup berbagai
literatur akademik yang mendalam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pendekatan normatif dan
konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah tabel yang menunjukkan
hubungan antara pendekatan yang digunakan dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan:
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Tabel 2. Hubungan Pendekatan dan Prinsip-prinsip yang Digunakan

Pendekatan Konsep/Prinsip Deskripsi
yang Digunakan
Pendekatan Peraturan  Regulasi Hukum Menelaah peraturan-peraturan yang mengatur
Perundang-undangan  Pengendalian Iklan pengendalian iklan produk tembakau di
(Statute Approach) Rokok Indonesia, seperti PP No. 28 Tahun 2024, UU
Pers, dan UU Kesehatan.
Pendekatan Prinsip Good Menganalisis penerapan prinsip Good
Konseptual Governance Governance dalam kebijakan pengendalian
(Conceptual iklan rokok, termasuk prinsip transparansi,
Approach) akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam

kebijakan tersebut.

Tabel 2 menggambarkan dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini serta
hubungan antara pendekatan tersebut dengan prinsip-prinsip Good Governance. Pendekatan
pertama adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis
regulasi hukum terkait pengendalian iklan produk tembakau di Indonesia. Dalam konteks ini,
penelitian berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang mengatur pengendalian
iklan rokok dan rokok elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah peraturan
yang ada telah memadai dalam mengatur pembatasan atau larangan iklan tembakau, seperti
pembatasan waktu tayang, lokasi penempatan iklan, dan konten yang ditampilkan dalam iklan. Hal
ini penting karena regulasi ini berperan langsung dalam perlindungan kesehatan masyarakat,
khususnya dalam melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif iklan tembakau. Oleh
karena itu, pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana regulasi
ini memadai dalam mencapai tujuan kesehatan publik.

Pendekatan kedua adalah Pendekatan Konseptual, yang digunakan untuk menganalisis
prinsip-prinsip Good Governance yang terkandung dalam kebijakan pengendalian iklan rokok.
Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Dalam penelitian
ini, pendekatan konseptual bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan pengendalian iklan
rokok telah diterapkan secara adil dan transparan. Ini mencakup apakah proses pembuatan
kebijakan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, yang memiliki
kepentingan dalam pengaturan iklan tembakau. Selain itu, prinsip akuntabilitas diukur dengan
menilai apakah pemerintah dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini dan
memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah
Indonesia. Akhirnya, prinsip keadilan penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya
melindungi kesehatan publik tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi bagi sektor industri
yang bergantung pada iklan rokok untuk pemasaran produk mereka.

Secara keseluruhan, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam mengevaluasi
kebijakan pengendalian iklan rokok di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan memberikan
dasar hukum untuk menganalisis regulasi yang ada, sementara pendekatan konseptual
mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip Good Governance diterapkan dalam kebijakan tersebut.
Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
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yang lebih holistik mengenai efektivitas kebijakan dalam melindungi kesehatan masyarakat sambil
mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pembatasan iklan

rokok.

Hasil

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang pengendalian iklan produk tembakau dan
rokok elektronik telah diterbitkan untuk membatasi dampak negatif iklan terhadap kesehatan
masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Kebijakan ini mengatur beberapa aspek penting,
seperti waktu tayang, lokasi penempatan iklan, dan konten yang boleh ditampilkan dalam iklan. Di
bawah ini adalah tabel yang merangkum regulasi tersebut beserta dampak positif dan negatif yang
timbul dari kebijakan tersebut.

Tabel 3. Dampak Positif dan Negatif Pengaturan Iklan Produk Tembakau dalam

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024

Aspek Regulasi dalam PP No. Dampak Positif Dampak Negatif
28 Tahun 2024

Waktu Pembatasan jam tayang Mengurangi jangkauan  Membatasi jangkauan

Tayang antara pukul 21:30 hingga  iklan kepada kelompok  pasar iklan rokok, dapat

Iklan 05:00 WIB untuk media usia rentan, terutama menurunkan pendapatan
elektronik, dan pukul anak-anak dan remaja.  industri terkait dan
22:00 hingga 05:00 untuk menciptakan
videotron. ketidakadilan ekonomi.

Lokasi Dilarang memasang iklan ~ Meningkatkan Meningkatkan beban

Penempatan  di kawasan tanpa rokok, perlindungan bagi pada pelaku usaha yang

Iklan fasilitas pendidikan, taman masyarakat dan harus menyesuaikan
bermain, rumah ibadah, generasi muda dari tempat pemasangan
dan jalan utama, dengan paparan iklan rokok. iklan, yang dapat
radius 500 Meter dari menurunkan efektivitas
fasilitas tersebut. iklan.

Konten Iklan Dilarang menggunakan Membatasi paparan Pembatasan konten
gambar produk tembakau, konten iklan yang yang ketat dapat
animasi, tokoh anak, dapat mempengaruhi mengurangi kreativitas
wanita hamil, serta pesan  perilaku masyarakat, dalam menyampaikan
yang mengajak konsumsi  terutama yang pesan iklan, mengurangi
atau menyarankan manfaat mengarah pada gaya efisiensi pemasaran.
kesehatan. hidup sehat.

Peringatan Setiap iklan wajib Meningkatkan Tidak semua pihak

Kesehatan mencantumkan peringatan  kesadaran publik dapat menerimanya,

kesehatan yang mencakup

15% dari total luas
tampilan iklan.

tentang bahaya rokok
dan konsumsi
tembakau.

terutama mereka yang
bekerja di sektor
industri rokok, karena
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dapat menurunkan daya
tarik iklan.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa PP No. 28 Tahun 2024 berupaya membatasi dampak
buruk dari iklan rokok terhadap masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan remaja. Pembatasan
waktu tayang, lokasi, dan konten iklan rokok memiliki tujuan untuk mengurangi paparan terhadap
produk tembakau yang berbahaya. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan dan potensi
dampak negatif bagi sektor industri rokok, terutama dalam hal menurunnya pendapatan akibat
pembatasan jangkauan iklan serta berkurangnya kreativitas dalam menyampaikan pesan iklan.
Selain itu, keberlanjutan industri dan lapangan pekerjaan yang bergantung pada industri rokok
dapat terganggu jika pembatasan terlalu ketat.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 memuat pengaturan khusus mengenai
pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal
449 yang mengatur media luar ruang dan Pasal 450 yang mengatur mekanisme pengawasan. Setiap
iklan wajib mencantumkan peringatan kesehatan minimal 15% dari luas total tampilan.
Penempatan iklan juga dilarang di kawasan tanpa rokok dan radius 500 Meter dari fasilitas
pendidikan atau taman bermain. Iklan dilarang memperagakan produk atau menggunakan simbol
yang mengasosiasikan dengan merek rokok. Konten iklan tidak boleh mengandung ajakan
konsumsi, pesan menyesatkan, atau menyarankan manfaat kesehatan. Jam tayang media elektronik
dibatasi antara pukul 21:30 hingga 05:00 WIB, dan untuk videotron pukul 22:00-05:00 waktu
setempat. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut pengawasan dan
pelaksanaan teknis di wilayah masing-masing.

Pemerintah Pusat mengawasi iklan digital seperti media sosial dan platform daring sesuai
Pasal 450 ayat (1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas iklan luar ruang dan media pada
tempat penjualan sebagaimana diatur Pasal 450 ayat (2). Pembagian kewenangan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan adaptasi terhadap konteks lokal. Regulasi ini
bersifat preventif dan promotif dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Ketentuan
lainnya termasuk larangan penggunaan kartun, animasi, tokoh anak, atau gambar wanita hamil
dalam materi iklan. Aturan juga menyebut larangan penempatan di jalan utama dan protokol. Setiap
iklan harus menyertakan tulisan “Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun
dan perempuan hamil”. Secara umum, isi regulasi menunjukkan pendekatan restriktif terhadap
promosi produk tembakau.

Pembahasan
Pengaturan Pengendalian Iklan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dalam PP Nomor

28 Tahun 2024

Iklan merupakan salah satu media pemasaran yang paling banyak digunakan oleh pelaku
usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran
konsumen terhadap produk tersebut. Iklan berperan penting dalam membangun hubungan antara
produsen dan konsumen, dengan menyampaikan informasi yang diinginkan oleh produsen. Namun,
seiring dengan intensifikasi persaingan bisnis, banyak iklan yang menggunakan cara yang tidak
etis untuk menarik perhatian konsumen. Iklan rokok sering kali berisiko menampilkan pesan yang
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dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan norma moral yang dapat menyesatkan konsumen,
terutama kalangan anak-anak dan remaja.

Dalam upaya melindungi konsumen, negara melalui PP No. 28 Tahun 2024 bertujuan untuk
membatasi pengaruh negatif iklan rokok dengan mengatur beberapa aspek penting, seperti waktu
tayang, lokasi penempatan iklan, dan konten yang boleh ditampilkan. Pembatasan waktu tayang
antara pukul 21:30 hingga 05:00 WIB untuk media elektronik dan 22:00 hingga 05:00 untuk
videotron dirancang untuk mengurangi paparan iklan rokok kepada kelompok usia rentan. Selain
itu, larangan penempatan iklan di kawasan tanpa rokok atau di sekitar fasilitas pendidikan dan
taman bermain juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Kebijakan ini menunjukkan komitmen
untuk melindungi kesehatan masyarakat, namun menghadirkan tantangan bagi industri yang
bergantung pada iklan untuk pemasaran produk mereka.

Penerapan pembatasan iklan rokok ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan
kesehatan tetapi juga dengan upaya untuk menyeimbangkan hak ekonomi sektor industri. Fooks et
al. (2017) menunjukkan bahwa kebijakan serupa di Australia berhasil mengurangi konsumsi rokok
dengan signifikan, berkat pengendalian iklan yang transparan dan terintegrasi. Namun, Kohler et
al. (2013) mencatat bahwa meskipun transparansi penting, terlalu banyak aturan yang
terfragmentasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam pengawasan
antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, penting untuk
memastikan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan bersifat terkoordinasi dan efisien agar
kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.Selain itu, penelitian oleh Chapman et al. (2015)
menunjukkan bahwa pengendalian iklan rokok yang efektif di negara-negara dengan regulasi ketat
dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi merokok. Chapman et al. (2015) mencatat bahwa
pengenalan larangan iklan rokok secara total di beberapa negara, seperti Australia, telah
menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi konsumsi tembakau, meskipun terdapat dampak
ekonomi bagi sektor industri terkait.

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengendalian Iklan Produk Tembakau dan
Rokok Elektronik

Penerapan prinsip Good Governance dalam pengendalian iklan rokok bertujuan untuk
menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi kesehatan publik tetapi juga
mempertimbangkan hak-hak ekonomi sektor swasta. Prinsip ini mencakup empat pilar utama:
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Dalam konteks PP No. 28 Tahun 2024,
pengaturan yang ada menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dengan
kewajiban untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada iklan rokok. Namun, meskipun ada
upaya untuk mewujudkan transparansi, kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal
pelaksanaan yang kurang seragam di berbagai daerah.

Selain itu, prinsip akuntabilitas juga perlu ditegakkan agar pihak yang terlibat dalam
pengawasan iklan rokok dapat bertanggung jawab dengan jelas terhadap pelaksanaan kebijakan.
De Lima et al. (2015) menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem pengawasan yang lebih
terpusat dan terintegrasi, seperti di Inggris, tingkat pelanggaran terhadap regulasi pengendalian
iklan rokok dapat diminimalkan. Dalam hal ini, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dan daerah di Indonesia, yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, dapat meningkatkan efektivitas
pengawasan, namun juga berpotensi menurunkan akuntabilitas jika tidak diterapkan dengan baik.
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Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk
memastikan pelaksanaan yang efisien.

Prinsip partisipasi juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini, di mana
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang
lebih inklusif. Kebijakan pengendalian iklan yang memperhatikan keterlibatan sektor swasta dan
masyarakat akan lebih efektif dalam mengurangi konsumsi rokok, seperti yang tercatat dalam studi
oleh Yadav et al. (2019). Mereka mengemukakan bahwa di negara-negara dengan kebijakan yang
lebih terbuka terhadap partisipasi publik, seperti Kanada, tingkat keberhasilan kebijakan lebih
tinggi karena kebijakan tersebut lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan memungkinkan kebijakan yang lebih adil dan
berimbang antara kepentingan kesehatan publik dan ekonomi sektor industri.

Akhirnya, prinsip keadilan dalam Good Governance menuntut adanya keseimbangan antara
perlindungan kesehatan masyarakat dan hak ekonomi para pelaku industri. Satjipto (2009) dan
Marzuki (2010) menekankan bahwa kebijakan yang mengutamakan satu aspek secara berlebihan
dapat menimbulkan ketimpangan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks PP No. 28 Tahun
2024, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh iklan
rokok, pembatasan yang terlalu ketat berisiko merugikan sektor industri yang memberi kontribusi
besar terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan
kebijakan yang lebih seimbang dan inklusif yang tidak hanya mengutamakan kesehatan tetapi juga
mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap sektor industri.

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang
pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik menunjukkan bahwa kebijakan ini
berupaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan hak
ekonomi sektor industri. Dalam konteks Good Governance, temuan ini memberikan kontribusi
signifikan terhadap pengembangan konsep Good Governance dalam hukum administrasi,
khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pembuatan
kebijakan publik. Walaupun regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi
masyarakat dari dampak buruk iklan rokok, penerapan prinsip Good Governance masih
membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga pengawas dan keterbukaan
informasi mengenai efektivitas kebijakan tersebut.

Prinsip transparansi dalam regulasi ini diterapkan melalui kewajiban mencantumkan
peringatan kesehatan pada iklan rokok, namun pengawasan yang terfragmentasi antara pemerintah
pusat dan daerah mengurangi tingkat efektivitas pengawasan dan transparansi. Begitu pula dengan
prinsip akuntabilitas yang belum sepenuhnya terealisasi, mengingat pembagian kewenangan yang
ada dapat menurunkan pengawasan yang efektif. Dalam hal prinsip partisipasi, kebijakan ini masih
kurang melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada
akhirnya dapat menurunkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Sedangkan prinsip keadilan,
meskipun diterapkan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat, perlu dipertimbangkan
lebih lanjut terkait dampaknya terhadap industri rokok dan pekerja yang terlibat di dalamnya.

Dengan demikian, temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan konsep Good
Governance dalam hukum administrasi dengan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana
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prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengendalian iklan produk tembakau.
Lebih lanjut, temuan ini menegaskan bahwa penerapan Good Governance yang lebih seimbang
akan memperbaiki efektivitas kebijakan dan memastikan kepentingan publik serta sektor swasta
terakomodasi dengan adil.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan empiris untuk menggali persepsi
dan pandangan dari pelaku industri rokok terhadap PP No. 28 Tahun 2024. Kajian ini akan
memberikan wawasan lebih dalam tentang dampak regulasi ini terhadap sektor industri, terutama
dalam hal dampak ekonomi, ketahanan perusahaan, dan respons terhadap pembatasan iklan. Selain
itu, penelitian lebih lanjut dapat mencakup evaluasi efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang,
serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan di tingkat daerah.
Pendekatan empiris semacam ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang
penerapan kebijakan pengendalian iklan rokok dan bagaimana prinsip-prinsip Good Governance
dapat diterapkan lebih baik di masa depan.
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